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PUTUSAN
Nomor 0637/Pdt.G/2019/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

Sahriana binti ASIS S_tad 8lall | pendidikan SLTP,
/‘ Takalala, (Depan

nrarae, Kecamatan

fgai Termohon;

\

Pengadilan Agama tersehg

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
0637/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat

dalam pernikahan yang sah menurut syari‘at Islam yang pelaksanaan

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2012 sebagaimana
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Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/40/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo,
Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua
Termohon, di Takalala, (Depan SMK Muhammadiyah), Kelurahan
Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan hingga

saat ini belum dikaruniai anak_Bahwa selama pernikahan Pemohon dan

disebabkan :
dijodohkan ol

Termohon mé pafinggalkan tempat

2012 yang pada : @n Termohon berpisah
tempat tinggal ok i dan sudah sama-sama
mengabaikan tugas dan KewajSeiss gPagai suami istri;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon telah
berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon dengan mendatangi rumah Termohon, namun tidak ada jalan
keluar;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon
merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh
karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan

ini dengan perceraian;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primair
1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon Edil Muliono bin Lanupe untuk

mengucapkan ikrar talak kepada ohon Sahriana binti Asis Kanja

dihadapan siding Peng
3. Membebankan biayddekaies e -aelN\peraturan yang berlaku;
Subsidair :

Bilamana Pengag

Bahwa pad ] ya : i Pemohon datang
menghadap senc 8 - > : on tidak pernah
datang menghada ntuk menghadap
sebagai wakil atal Sau Ty 5 gh dipanggil secara

resmi dan patut da ernyata akhadina ersebut disebabkan

oleh suatu halangan Ve 1 e riksa tanpa hadirnya
Termohon;
Bahwa upaya perdamaian-tiakxiRecs sPtidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 183/40/V/2012 Tanggal
31 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ...,

bertempat tinggal di ..., di bawa mpah, memberikan keterangan yang

- Bahwa séi N s ggmohon karena Paman
Pemohon;

Termohon tinggal

mohon rukun dan

harmoni, nafenEs > engkaran.

karena Ter da . emohot enakan dijodohkan
oleh orang tug :

- Bahwa
N

- Bahwa PemohOsgigite n berpisah tempat tinggal
selama 7 Tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai
sekarang

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal saksi pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon
untuk rukun kembali, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk

bercerai dengan Termohon.
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Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ...,
bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Paman
Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama dan belum dikaruniai anak;

untuk  pergi

tempat tinggal

likan lagi.

w >/ pat tinggal sampai

sekarang

- Bahwa on berpisah tempat
tinggal saksi pernak aha ‘m : emohon dan Termohon
untuk rukun kembali, TTeREREE tetap berkeinginan untuk

bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosed gdiasi.  di Pengadilan, tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bah & @ idak pernah hadir di
persidangan meskip} : dan patut dan tidak
ternyata tidak hadig . disebal Tailhalangan yang sah,
maka Termohon | > 310025 ara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Te

Menimbang, §i8€ ) ™ i aiiyatakan tidak hadir,
dan permohonan Jdak bertentangan

dengan hukum, 9 Ayat (1) R.Bg.,

cerai adalah bahwa € eak i pemohon dikarenakan
dijodohkan oleh orang tua, enyuruh pemohon untuk pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama,bulan Mei 2012 berpisah tempat
tinggal selama 7 tahun dan sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
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sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah
dengan Termohon pada tanggal 25 Mei 2012, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

terbukti bahwa Pemohon dengan._Tegmghon adalah suami istri sah, menikah

pada tanggal 25 Mei /\ dzketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum lIsla
Menimbang, 0 :{ an saksi-saksi yaitu:
. dan ..., elah n erilall K ghilgatdscbagaimana telah
diuraikan dalam dug
Menimbang, | Bef e STAErse lE ang dewasa yang
memberikan ketelg
keterangan kedua

dan relevan deng

tidak ada halangan 't afakesaksian! . rsebut maka kedua

saksi tersebut telah S Ao 3fil sehingga keterangan

kedua saksi tersebut me i ;-“;@gﬁ afl yang dapat diterima;
Menimbang, bahwa b Keterangan Pemohon, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum
dikaruniai anak.;
- Bahwa termohon tidak menyukai pemohon dikarenakan dijodohkan
oleh orang tua;
- Bahwa termohon menyuruh pemohon untuk pergi meninggalkan

tempat kediaman bersama;
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- Bahwa bulan Mei 2012 antara pemohon dan termohon berpisah
tempat tinggal selama 7 tahun lebih;
- Bahwa pemohon dan termohon sama-sama mengabaikan tugasnya
dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa antaragRemohon dan Termohon telah terjadi

mempedulikan ba emoh o fapa ati untuk bercerai

itulah rumah tangga diada
Menimbang, bahwa sudtemsiketamssPernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
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ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki
cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ke an.pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

3. Memberi izin KE e NO e (13 bin Lanupe ) untuk

4. Membebankan kepada PEmefDiti K" membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp341000.00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawwal 1441 Hijriah oleh Drs. Andi.
Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil
Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastang,
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S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs M.Yunus K, S.H., M.H. Drs. Andi. Zainuddin

Abd. Jamil Sals

N

b

&)
Perincian biaya : bl
- Pendaftaran -
- ATK Perkara
- Panggilan
- PNBP Panggilan Pengg

- PNBP Panggilan Terguga

- Redaksi "Rp
- Meterai :Rp 6.000.00
Jumlah Rp. 341.000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng
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Sudirman, S.H.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 11
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



